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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Wawancara Kepada Anggota DPRD 

Nama Informan: Muhammad Hatta Kainang, SH  

Jabatan: Pimpinan Komisi II DPRD 

Bagaimana tanggapan anda tentang fungsi pengawasan DPRD? 

1. Monitoring dan kunjungan lapangan, masukan dari public 

2. Kroscek pada saat bertemu mitra ,Faktor yang menunjang proses kinerja 

dari DPRD 

3. Dokumen proses pelaksanaan program, di dewan hanya mendapatkan 

dokumen RKA,menyangkut DPA tidak bsa akses tapi menyangkut proses 

lelang pengadaan barang dan jasa kami memantau melalui situs LPSE 

untuk mengetahui program sudah berjalan sesuai amanat 

Menurut anda faktor yang menghambat pelaksanaan perda? 

1. Tiap OPD terkadang tidak menjalankan SOP terhadap program kegiatan 

sehingga kadang mereka melakukan proses2 kroscek hanyak mendapatkan 

narasi untuk mengedentefikasi  

2. Regulasi pembahasan perda kadang menggunakan pp12 2019 kemudian 

menggunakan pemendagri 77, penjabaran dari PP12 jika kita di dewan 

rajin mengakses PP 12 Tahun 2019 kita dpt gambaran sejauh mana proses 

pembahasn perda tanpa mengedentifikasi menggunakan regulasi  

3. Respon dan partisipasi eksekutif. Normal saja dan biasa saja semestinya 

tiap pembahsan RANPERDA APBD harusnya dijelaskan secara detail 

seharusnya menggunakan logika framework tapi tidak tercapai , mungkin 
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karena soal SDM dan persoalan manajemen sehingga sajian program itu 

tidak tersaji dalam bentuk logika framework. Kenapa penting 

menggunakan logika framework karena tiap program harus terukur dan 

mengetahui gollnya sepertii ap sehingga tmn2 dewan mendptkn gambaran 

melalui paparan itu bukan hanya persoalan  menyerahkn RKA kita butuh 

kebenaaran apa yang di maksud dl logika RKA dalam bentuk framework 

karena kalau tidak ada logika framework tq tidak tau ap yang menjadi 

output dan goal dari sebuah program sejauh mana perkembangan proses 

kerja yang dilaksanakn ekskutif 

4. Catatan yang menjadi kritikan teman dewan kadang tidak tuntas terjawab 

kdang dijawab secara general seharusnya yang menjadi pertanyaan dewan 

itu di jwb secara spesifik sehingga jika ad problem itu tidak jadi masalah 

kadang tidak tuntas karena biasanya jwbn yang kita dptkn hanya berupa 

narasi, yang sifatnya general tidak sesuai dengan keinginan dewan prinsip 

birokrasi di mana paradigma kinerja mau tidak mau menjadi tuntutan 

zaman bukan sepertii dulu lagi, kedepanya BPK pun melakukan proses 

audit kinerja sejauh mna program itu punya dampak dan efek terhadap 

publik karena tuntutan zaman jadi mau tidak mau birokrasi harus seperti 

itu. 

 

 

 

 



 

99 

 

 

 

Nama Responden: H. Taufiq Agus, SH 

Fraksi: Golkar 

Bagaimana menurut anda fungsi pengawasan DPRD terkait proses 

pembahasan PERDA? 

Pengawasannya dibagi dua yang pertama prapelaksanaanya artinya dalam 

pembangunan dan anggaranya sudah diawasi yang kedua pasca dilaksanakan 

kegiatan apkah sudah sesuai at belum baik dari segi kualitas at kuantitas maupun 

proses pelaksanaanya  termasuk proses lelangya suatu kegiatan dalam 

perencanaanya terkait tugas dan fungsi kita ad yang d namakan akade dewan 

misalnya d komisi akan mengawasi mitra-mitra komisinya, kemudian di banggar 

juga untuk menyesuaikan hasil apakah sudah sesuai dengan anggaranya at belum, 

jadi badan anggaran tsb sudah masing-masing sesui dengan komisi , komisi 

membahas item2 dan rencana apa yang ingin di bahas kalau di banggarnya 

menyediakan anggaran sesuai dengan mitra-mitranya yang ada di komisi. 

Faktor hambatan dalam proses pembahasan eksekutif sendiri? 

Faktor yang mendasar kepentingan antrara kepentingan eksekutif termasuk 

belanja oprasional, pegawai dan masyarakat yang diwakili oleh DPR disitu biasa 

terjadi selisihfaham terutama mengenai angka-angka, jadi sebenarnya anggaran 

saja  seandanya anggaran saja tidak di batasi mungkin masalahnya tidak ada , jadi 

kadang-kadang  kita tarikulur kepentingan eksekutif dan kepentinganya anggota 

DPR 
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Bagaimana tingkat respon dan partisipasi eksekutif dalam proses 

pmbahasan? 

Sudah bagus artinya apa yang menjadi pokok dari tiap pembahasan mereka sudah 

penuhi, cuman kadang-kadang waktunya saja yang tidak tepat misalnya mereka 

memberikan data kepda DPR di luar waktu yang diberikn menurut UUD, 

persoalan waktu dan regulasi secara umum proses penyiapan pembahsan sampai 

monitoring dan evaluasi dilapangan seperti apa pengamatan DPRD khusus di 

Sulbar mulai dari perencanaan sampai pembahasan. 

Bagaimana tanggapan anda tentang kendala dalam proses pengawasan 

DPRD terkait penyusunan APBD Sulawesi Barat? 

Mulai dari proses perencanaan sampai pembahasan khusus di Sulbar ini kadang-

kadang   eksekutif itu menurut pengalaman mereka tidak mampu merealisasikan 

fakta dan dipertanggung jawabkan realisasi dimana mereka itu kadang-kadang 

kalau diukur waktu dan tahapannya sangat rendah serapannya karena itulah yg 

anggota DPRD harapkn harus memenuhi 3 unsur yg pertma  ada dananya,  awasi 

dananya , kedua ada kegiatanya , kegiatan apa yang mereka lakukn apakh 

bermanfaat utk masyarakat atau tidak. Yang ketiga ada waktunya , apakah 

waktunya tepat atau tidak yang jadi masalah ini yg kita alami adalah waktunya 

karena mereka tidak pernah lakukn tepat waktu , jadi serapannya itu sangat rendah 

inilah jadi pokok padahal sudah punya 3 modal ada kegiatan , dana atau anggaran 

dan waktunya , tinggal persoalan waktu sehingga serapannya agak kurang.  
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Lampiran 2. Wawancara Terhadap Eksekutif 

Nama: Murdanil, SE., M.AP 

Jabatan/Instansi: Kabid BPKPD Provinsi Sulbar 

Kendala apa saja yang sering ditemui dalam pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat? 

Terkait dengan proses ketersedian dokumen selama ini eksekutif dalam 

menyampaikn seluruh dokumen perencanaan mulai dari rancangan hingga 

evaluasi sejalan dengan amanat dari kemenndangri sesuai dengan pendoman 

APBD, dalam proses pembahasannya sejalan dan selaras walaupun proses 

pmbahasannya dinamis dan ada pemikiran dari DPRD sendiri,  melalui dapil dan 

akan di aspirasikn melalui APBD,  

Menurut pengamatan anda terkait proses pengawasan DPRD bersama 

eksekutif di lapangan apakah selama ini sudah berjalan dengan  lancar 

mulai pembahasan diawal sama dengan pada proses SK pentapan evaluasi 

atau hasil terkait monitoring yang dilaksanakan? 

Pengawasan yang dilakukan DPRD sudah berjalan melalui tahapan pertanggung 

jawaban APBD yang sudah dibahas bersamaLampiran 3. Wawancara Terhadap 

Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat 

Nama: Muhammad Yasir Fattah, SE, M.Si  

Instansi: Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD 

Terkait proses - proses pembahasan DPRD bersama eksekutif dalam hal ini 

bagaimana bentuk pengawasan DPRD terhadap proses pelaksanaan APBD 

diprovinsi sulbar yang kita dapatkan informasi bagaimana peran dari kepala 
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bagian penganggaran dan pengawasan dalam hal proses pelayanan kepada 

DPRD itu sendiri dalam proses pertanggung jawaban perda APBD provinsi 

sulbar? 

Pengawasan sektariat DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitas 

pengawasan terhafap anggota dewan terhadap peanggaran kita bicara dasar 

mengacu pada dasar peraturan gubernur no.32 thn 2020 bagian fasilitas anggaran 

dan pengawasan mempunyai tugas pelaksanaan fasilitas dan kordinasi 

penyusunan perencanaan pengelolahan keuangan administrasi perjalanna dinas 

dan pembuatan laporan kita lebih spesifik lagi dimana bagi menfasilitasi 

penanganan pengawasan adalah mengkordinir mengawasi komisi-komisi dalam 

memberikan pelayanan fasilitas dalam terhadap anggota dewan terkait dengan 

pekerjaannya terutama fungsi dan tugas utama DPRD adalah pengawasan, 

penganggaran dan legislasi, dalam hal ini bagianbfasilitas pengawasan 

mengkordinir teman-teman mulai kasubag, sampai dengan staff untuk 

memnerikan fasilitas pelayanan terhadap anggota dewan  

 

Bagaimana terkait peran ataupun partisipasi dari kepala bagian 

penganggaran fasilitas pengawasan terhadap proses pembahasan 

pelaksanaan perda yang dilaksanakan DPRD bersama eksekutif? 

Pengarahan pengawasan ini tidak terlepas dari rencana anggota dewan terutama 

dari hasil Bamus musyawarah disitu sudah terjadwal kegiataan anggota dewan 

dengan pihak eksekutif dimana jadwal-jdwal tersebut di situlah kami memberikan 

fasilitasi ketersediaan data dokumen dan harus dipastikan keteman-teman kasuba 
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dan staff-staff penanggungjawab dan kordinasi kordinator komisi untuk 

memastikan ketersediaan dokumen-dokumen tersebut hasil tapatnya, risalahnya 

dan lain-lain yang berarti disini fungsi pelayanan kesektariatan pafa DPRD itu 

bagaimana memberikan fungsi pelayanan dalam hal ketersediaan dokumen 

ketersedian draft dll. termasuk mingkin pak alat komunikasi antara DPRD dan 

eksekutif dalam hal pembahasannya. 

Dalam proses pembahasan baik itu ditingkat badan anggaran atau komisi 

ketika ada salah satu OPD yang tak hadir dalam proses pembahasan yang 

dimaksud dan anggota dewan sangat membutuhkan kehadirannya 

bagaimana bentuk komunikasi, kepada pihak eksekutof dalam sebagai 

kepala fasilitas peanggaran dan pengawasan? 

Dalam permasalahan tersebut ada beberapa cara kita hadapi artinya kita 

mengawali dulu dari undangan bahwa schedule kita untuk rapat dengan OPd 

dengan hal-hal ini, jam, tempat sudah diatur oleh tim adapun hambatan-hambatan 

OPD yang tidam bosa datang pada saat anggota dewan membutuhkan itu kami 

komunikasikan langsung dengan cara menelfon atau kita menggunakan zoom 

adapun OPD itu berada dimanapun kita bisa melaksanakan zoom 

mempertanyakan langsung antara kebutuhan dewan dengan OPD tersebu, fasilitas 

yang kami siapkan. pada intinya bahwa proses pembahasan yang sudah sesuai 

dengan disusun dengan jadwal kerja DPRD bersama eksekutif itu berjalan dengan 

sesuai demgan mekanisme dan ketentuan yang sudah berlaku. 

 

 



 

104 

 

 

 

Nama: Syahruddin, S.Ip 

Jabatan/Instansi: Kasubag Fasilitasi Pengaasan Sekretariat DPRD Provinsi 

Sulawesi Barat 

Bagaimana menurut bapak terkait proses pengawasan terhadap DPRD 

terhadap proses pembahasan perda yang dilaksanakan DPRD dan eksekutif 

dalam hal ini sebagai ASN yang ada di sekretariat DPRD kira-kira bentuk 

fungsi pelayanan yang bapak berikan terhafap proses pelaksanan 

pembahasan itu seperti apa? 

Berbicara soal pelayanan secara keseluruhan bisa kita katakan fungsi utama 

sekretariat DPRD yang ada dilembaga DPRD fungsi utamanya adalah pelayanan 

terkait masalah pelayanan dan 3 bagian yang ada didalam sekretariat DPRD ada 

bagian umum dan keuangan,  

1. Bagian persidangan  

2 Perundang-undangan  

3. Bagian penanggaran ,  

misi peanggaran dan pengawasan, berbicara masalah peran, peran sekretariat 

DPRd dalam hal yang terkait dengan posisi saya pada fungsi pelayanan dalam hal 

pengawasan yang dilakukan DPRD tentu kita kalau bicara presentase, pada 

bagaian fasilitasi pengawasan itu lebih dominan memang pelayanan ada pada 

bagian fungsi penganggaran dan pengawasan dalam hal ini dominan AKD baik di 

bagian komisi badan anggaran dan badan kehormatan itu posisinya ada pada 

pengawasan anggaran secara peran tentu kita membackup  semua kegiatan 

kedewanan yang dilakukan terhafap terkait pengawasannya dalam hal ini fasilitasi 
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yang kita berikan mulai dari komunikasi yang terbangun antara pihak eksekutif 

dan legislatif dalam hal rapat-rapat yang akan diselenggara DPR itu disini peran 

mediasi dalam hal penjadwalan dalam hal bahan olahan yang dijadikan bahan 

pokok pembahasan kemudian disamping itu tentu dalam hal ini fasilitas yang 

mendukung proses pembahasan yang dilakukan tapi titik beratnya adalah bahwa 

dalam hal ini pelayanan yang kita berikan itu dari segi pengawasan adalah semua 

kegiatan-kegiayan yang diselenggara oleh DPR terutama misalnha salahbsatu 

AKD, fungsi pengawasannya adalah komisi baik pada tingkat rapat yang 

dibselenggarakan untuk pembahasan ditingkat bangkar atau komisi itu yang kita 

fasilitasi disamping itu secara internal dan secara eksternal kegiatan-kegiatan lain 

yang dilakukan oleh DPR yang dilakukan diluar kantor yang di selenggarakan 

oleh anggota dewan iti juga yangbikut serta kita fasilitasi dalam hal ini kita 

berikan pendampingan terhadap mereka untuk melaksanakan kunjunngan-

kunjungan kerja sekira seperti itu. 

 

Bagaimana peran partisipasi dari pada eksekutif itu sendiri dalam proses 

pembahasan anggaran terhadap DPRD menurut pengamatan bapak itu 

sendiri seperti apa? 

Kurang lebih sama juga semua AKD ini sangat bergantung pada pembahasan apa 

yang mereka lakukan kalau terkait masalah pemahasan tingajt anggaran yang 

dilakukan pada anggaran maka ini yang kita komunikasikan lebih awal adalah 

penjadwalannya untuj mereke duduk bersama melakukan pembahasan dalam hal 

ini anggota DPR dan pihak-pihak APBD dan pihak eksekutif lagi-lagi kita mulai 
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ketersediaan bahan kemudian siapa-siapa terlibat proses pembahasan itu , itu 

semua yang mendukung proses pembahasan dan tentunya terkait pasal 

pembahasan ini tetap mengacu pada Renja yang ditetapkan di awal tahun 

kemudian Renja itu di breakdown pada tingkat yang lebih pasnya lagi dirapatkan 

dibadan musyawarah untuk melakukan tepatnya pembahasan dilakukan pada saat 

kapan? semua itu tentu peran kita sebagai fungsi sekretariat DPR memfasilitasi 

semua proses-proses yang mendukung terjadinya proses pembahasan yang 

dilakukan oleh tingkat komisi maupun tingkat anggaran yang menyangkut 

penganggarannya hingga hal ini berjalan berlangsung dari proses awal sampai 

proses tahapannya kurang lebih seperti itu. 

 

Mulai dari proses pembahasan awal sampai akhir komunikasi eksekutif 

dengan DPRD badan anggaran itu seperti apa komunikasinya? 

Ini tentu juga menjadi peran penting yang dilakukan pihak sekretariat dalam 

mediasi keduanya tentu kita harus menempatkan tentang penjadwalan tempat ini 

dalam waktu, karna dari satu pihak DPRD tentu mengkehendaki sewaktu daru 

mereka inginkan belum tentu sama keinginan yang dilakukan eksekutif sehingga 

kita mencari momentum yang bisa lakukan pembahasan secara bersama waktu 

yang mereka miliki sehingga tidak ada kendala dalam hal penentuan waktu 

pembahasan ealaupun itu secara regulasi di tentukan jadwalnya momentum yang 

pasnya didalam waktu yang tepat ya, itu tentu ada kesamaan waktu yang 

diperlukan bersama peran sekretariat DPRD ini memediasikan 

mengkomunikasiakn semua itu sehingga ini ada kesepakatan yang mereka bangun 
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kapan mereka bisa melakukan pembahasan itu dan saya rasa selama ini itu cukuo 

baik dan tidak ada masalah. 

 

Apakah proses pembahasan selama ini antara DPRD dan eksekutif terkait 

pelaksanaan peran itu berjalam sesuai mekanisme harapan kita bersama? 

Kaitannya dengan kondisi sekarang ini akan tentu berbeda dengan kondisi-kondisi 

sebelumnya dikarnakan kondisii sekarang ini kita berada pada suasana pandemi, 

bisa juga tingkat kehadiran dewan yang tentynya kondisinya itu juga bagian kerja 

kami untuk memfasilitasi. Sistem proses pembahasan berjalan beriringan dengan 

jadwal atau rencana kerja yang dilaksanakan pembahasan industri meskipun 

pembahasannya masih terdapat terhadap beberapa kendala tapinsemjanya itu bisa 

diselesaikan sesuai waktu ditentukan, kalau dikatakan itu kendala itu bukan kenda 

yang merupakan sebuah dinamika dalam sebuah proses pembahasan yang perlu 

dilakukan sinkronisasi menjadi 2 fikiran dari DPRD itu sendiri dan apa menjadi 

konsep mendorong oleh pihak eksekutif. 

 


